





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem akuntansi dan 
manajemen keuangan desa batin suir dalam pengelolaan dana desa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.  
Dengan melihat dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas tadi 
dalam penelitian ini, maka pada akhir bab ini penulis berikan kesimpulan dimana 
hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa “Analisis Sistem 
Akuntansi dan manajemen Keuangan Desa Batin Suir dalam Pengelolaan Dana 
Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” antara lain : 
1. Sistem Akuntansi yang digunakan oleh pemerintah Desa Batin Suir pada 
tahun 2015 dan sebelumnya masih menggunakan Mocrosoft Excel, dimana 
secara format dan pencatatan pengelolaan dana desa masih dilakukan secara 
manual sehingga tingkat kesalahan dalam pencatatan bisa saja terjadi. Dan 
pada tahun 2016 pencatatan pengelolaan dana Desa Batin Suir telah 
menggunakan Sistem Akuntansi yang tersistem yaitu mengunakan aplikasi 
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dimana sistem ini telah dirancang sebagai 
mana mestinya dalam  pencatatan pengelolaan dana  desa yang sesuai dengan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baik secara format dan pencatatanya 
telah terprogram didalam Siskeudes. Yang menjadi kendala sistem baru ini 
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adalah pengetahuan Bendahara Desa Batin Suir yang masih minim sehingga 
dibutuhkan bimbingan dan juga pelatihan. 
2. Manajemen Keuangan Desa Batin Suir telah tersusun secara sistematis yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban. Secara aturan telah mengikuti Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pada Pasal 93 Ayat 1.  
3. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Batin Suir telah menerapkan 
prinsip partisispasi dan transparasi. Akan tetapi dalam penyusunan 
perencanaan pengelolaan dana desa ini terdapat beberapa kekeliruan dalam 
pencatatan perencanaan sehingga menjadikan suatu kesalahan dalam 
pencatatan perencanaan, seperti yang terdapat di dalam laporan perencanaan 
RKP Desa. Dan juga ditemukan permasalahan yang terjadi dalam penyusunan 
RKP Desa Batin Suir, pada tahun 2015 peneliti tidak menemukan atau 
mendapatkan laporan RKP Desa Batin Suir tahun 2015 tersebut, sesuai 
informasi yang peneliti dapatkan dan peneliti paparkan pada pembahasan hasil 
penelitian diatas bahwasannya pada tahun 2015 desa pemekaran Kecamatan 
Tebing Tinggi Timur tidak melakukan penyusunan RKP Desa, penyusunan 
tersebut dilakukan pada tahun 2016. Masalah yang terjadi adalah bagaimana 
bisa pemeritah Desa Batin Suir melaksanakan pembuatan RAB jika RKP Desa 
tidak dibuat yang menjadi bahan dasar pembuatan APB Desa. 
4. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Batin Suir penerimaan Alokasi Dana 
Desa pada tahun 2016 mengalami permasalahan pencairan, dimana bukan 
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hanya terlambat pencairan akantetapi mengalami kegagalan pencairan selama 
tahun anggaran tersebut sekitar Rp. 126.985.600.00. yang berdampak pada 
kegiatan atau program kerja pemerintah Desa Batin Suir yang telah 
direncanakan tidak terealisasikan. 
5. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Batin Suir dilihat dari pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh bendahara dalam 
melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir 
bulan. Adapun pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan buku kas umum 
dan buku kas pembantu pajak. Penatausahaan Desa Batin Suir jika di lihat dari 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara format laporan telah sesuai 
dengan peraturan tersebut, namun dalam hal pencatatan terdapat kesalahan 
dalam penulisan dan penempatan. Selanjutnya penemuan dari penelitian ini 
dalam hal penatausahaan dokumentasi terdapat tidak bagusnya dalam 
penyusunan arsip dokumentasi laporan desa. 
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Batin Suir sudah 
sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan menyampaikan 
laporan realisasi APB Desa kepada bupati/wali kota berupa laporan semester 
pertama dan laporan semester kedua atau akhir tahun. Hanya saja di dalam 
penyusunannya mengalami keterlambatan sehingga membuat penyampaian 
laporan tersebut mengalami keterlambatan. 
7. Pemerintah Desa Batin Suir jika dilihat dari hasil pengukuran unsur-unsur 
yang menjadi barometer untuk bisa dikatakan Good Governance itu belum 
mencapai apa yang dikatakan baik atau maksimal, sesuai dengan penjelasan 
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yang peneliti paparkan diatas masih terdapat beberapa kekurangan yang masih 
harus diperbaiki dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk mencapai 
target pemerintah desa yang menerapkan sistem Good Governance. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih 
kepada Pemerintah Desa Batin Suir antara lain : 
1. Dalam melakukan pencatatan baik itu pencatatan perencanaan maupun 
laporan hendaknya prangkat desa yang telah diberikan wewenang terhadap 
tugas tersebut lebih teliti dalam hal pencatatan baik berupa huruf maupun 
angka. Karena hal tersebut dapat membuat para pengguna laporan tersebut 
menjadi keliru maupun susah untuk membacanya. 
2. Untuk mengantisipasi terjadinya kemusnahan dalam pengarsipan dokumen 
laporan, hendaknya Pemerintah Desa Batin Suir tidak hanya mengarsipkan 
dokumen tersebut tercetak dalam bentuk buku laporan akan tetapi di arsipkan 
juga didalam bentuk file yang tersimpan didalam komputer. Dan juga 
hendaknya segala laporan diarsipkan sesuai dengan jenjang waktu sehingga 
seketika laporan tersebut di butuhkan mudah untuk didapatkan. 
3. Dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa yang 
diakibatkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan perangkat desa dalam 
mengerjakan tugasnya secara mandiri, hendaknya lebih giat pemerintah desa 
membuat suatu pelatihan untuk meningkatkan kualitas kinerja prangkat desa. 
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4. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat memfokuskan penelitian sesuai 
standar pelaporan keuangan pemerintah desa yang telah dibuat oleh Komite 
Standar Akuntansi Pemerintah (KASP). Penelitian tersebut dilakukan pada 
laporan tahun 2018 dimana tahun mulanya berlaku standar tersebut. tidak lagi 
hanya menggunakan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014. 
 
